WALI KOTA SERANG
- PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG
"NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

Menimbang :

Méngingat |

a. bahwa dalam mendukung transforma31 sumber daya_’v‘ ]
'»‘manus1a aparatur -melalui . percepatan pemngkatan o
‘kapasitas Pegawa1 Negen S1p11 berbasm‘kompetenm perlu S
dilakukan pengembangan Pegawa1 N egen Sipil melalui Jalur L

| DENGAN RAHMAT -'I‘UHAN‘ YANG MAHA EsA»*’ -

‘WALL KOTA SERANG, \ :

. pend1d1kan dalam bentuk pembenan tugas belaJar yang

keuangandaerah I

“dilakukan dengan selektif, objekuf eﬁ31en, akuntabel dan -
' ‘transparan,' serta - mempertlmbangkan kemampuan. :

' bahwa berdasarkan pemmbangan sebaga1mana d1maksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wall Kota

| 'tentang Pedoman Pelaksanaan 'I‘ugas Bela_]ar bagl Pegawa1 S

o Negen Slp11 di L1ngkungan Pemenntah Kota Serang,

1)

.[
gl

Undang-undang Nomor 32. Tahun 2007 tentang i
Pembentukan Kota Serang di Prov1n31 Banten (Lembaran", : R
Negara Repubhk Indones1a Tahun 2007 Nomor 98,
'Tambahan Lembara_n Negara Repubhk\ Indones1a Nomori e
-4748); -+ T e T
Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tehtaﬁg " R
. Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk B

' Indone51a Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran | g

Negara Repubhk Indonesm Nomor 5587) sebagalmana-__jfl S |
‘telah beberapa kali d1ubah terakhlr ~dengan Undang-

e Pemerintah Penggantl Undang—Undané Nomor 2 Tahun -

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan~ :

2022 tentang Cipta Kerja menjadl Undang—Undang

' (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a
o Nomor 6856), o S - S '

3 Undang—Undang ..... S




6897);

2

‘ Undang—Undang Nomor 20 Tahun‘ 2023, tentang Aparatur

S1p11 Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor

Peraturan Pemermtah Nomor 11 Tahun 20 17 tentang

Manajemen Pegawa1 Negeri Sipil (Lembaran Negara

|

K Repubhk Indonesia Tahun 2017 Nompr 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

B 'sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Pemermtah‘

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

‘kPegawal Negerl Slp11 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia

" Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara:

Repubhk Indonesia Nomor 6477);, t ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
D1s1p11n Pegawai Negen Sipil (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran

' Negara Republik Indone31a Nomor 67 18),

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang

Pemberian Tugas Belajar (Lembaran‘ Negara Repubhk

Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran -

10

Negara Republik Indonesm Nomor 227 8),
Peraturan Menteri Pendidikan Nasmnal Nomor 20 Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Program Stud_r di Luar

Domisili Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 201 1 Nomor 297);

“Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33

Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bag1 Pegawa1 Negen

Slpll yang Memperoleh Surat Tanda Tamat BelaJar/ I_]azah ‘
|

. Peraturan Kepala Lembaga Admlnlstra31 Negara Nomor 10

Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompeten51 Pegawai

Negeri Slpll (Berita Negara Repubhk Indonesm Ta.hun 2018

Nomor 1127);
Surat Edaran Menten Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Ta‘hun 2021 tentang :
Pengembangan Kompeten31 bagi Pegawa1 Negen Sipil
melalul Jalur Pend1d1kan, =

MEMUTUSKAN .....
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- MEMUTUSKAN:

Menetapkén : PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI

‘Dalam Peraturan Wali Kota i ini yang dlmaksud dengan

1.
2.

NEGER!I SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kota Serang.

~ Pemerintah 'Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom. ’
Wali Kota adalah Wali Kota Serang.

~ Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wah Kota dan dewan

perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan uru‘san pemenntahan ,
yang menjadi kewenangan Daerah. _ N '

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya dlsmgkat PPK adalah
pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan
pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur “sipil negara dan

- pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang~undangan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Serang selanjutnya dlsebut BKPSDM Kota Serang adalah Perangkat

 Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang “

- kepegawaian.

10.

~ dipimpinnya.

Atasan Langsung adalah pejabat yang karena _]abatannya berkedudukan
lebih tinggi dan mempunya1 wewenang langsung terhadap bawahan yang

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya d1s1ngkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dlangkat sebagai pegawa1

~ aparatur sipil negara secara tetap oleh PPK untuk menduduk1 _]abatan

pemerintahan. : RS
Tugas Belajar adalah penugasan yang dlbenkan oleh PPK kepada PNS
dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetens1 jabatan dan

- pengembangan karir melalui jalur pend1d1kan formal. .

Tugas Belajar Biaya Mandiri adalah tugas belajar yang dlbenkan kepada

- PNS untuk mengikuti pendldlkan pada perguruan t1ngg1 atau lembaga

pendldlkan formal lainnya di luar jam kerja atas blaya sendiri dan tldak'
boleh menlnggalkan tugas d1nas sehan-han '

11. Re-entry




11,
12.
13.

14.
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Re-entry Program adalah program pemanfaatan / pendayagunaan lulusan’ |
pendldlkan

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tlngkat seorang PNS
berdasarkan jabatannya dalam rangkalan susunan kepegawalan danf

~digunakan sebagai dasar penggajian.
Program Studi adalah jurusan pendidikan yang dnkutl/ dltempuh oleh S
~ PNS yang melaksanakan peningkatan Jenjang pend1d1kan -

‘Masa Kerja PNS adalah masa pengabdlan PNS seJak diangkat men_]adl

. Calon Pegawai Negeri Slpﬂ sampa1 dengan d1berhent1kan sebagai PNS. |

15.

16

5

@

Bantuan Tugas Belajar adalah bantuan yang dlbenkan kepada peserta
Tugas Belajar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja‘

" daerah, anggaran pendapatan dan belanJa negara dan plhak ketlga darl‘

penyandang dana lembaga swasta/ non pemerintah.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerlntahan

b1dang pendayagunaan aparatur negara

Pasal 2 ,
Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk membenkan'
pedoman dan landasan hukum dalam pembenan Tugas Belajar kepada
PNS. . | e ‘ |
Tujuan "I‘ugés Belajar yaitu memeriuhi kebutuhan PEmeriﬁtéh Daerah

terhadap sumber daya manusia aparatur yang mem1hk1 kompetensi dan

| kualifikasi yang dapat menunjang pencapalan visi dan misi Daerah serta

menlngkatkan pengetahuan kemampuan, kecakapan dan" 31kap PNS

Ruang lingkup dari peraturan Wah Kota 1n1 mehputl

R o&M e a0 gop

jenis pendldlkan

dalam rangka pembmaan karir.

BAB II
~ RUANG LINGKUP

Pasal 3 |

persyaratan dan tata cara pembenan Tugas Belajar, ,

' penyelenggaraan Tugas Belajar dan persyaratan Program Studl

penetapan Tugas BelaJar, ‘
pendanaan Tugas Belajar;

jangka waktu Tugas Beléjar'

Tugas Belajar Biaya Mandln ,
hak dan kewajlban PNS Tugas Belajar,

i. mekanisme .....




Cise

(1)

(2)
a terdiri dari program pendldlkan Strata-1 (S1), program pendldlkan Strata- -
-2 (S82), dan program pendldlkan Strata-3 (SB)

@

(1)

()

- pembatalan dan penghentlan Tugas belajar; dan

, pemantauan dan evaluasi.

‘pendldlkan bidang profe31 lanjutan.

.-,’5_’

 mekanisme pengajuan permohonan surat tugas belajar dan Tugas Belajar

Biaya Mandiri;

BAB III
JENIS PENDIDIKAN

Pasal 4
Program pendldlkan program Tugas Belajar mehputl

a. program pendidikan akademik; dan
b. program pendidikan bidang profesi. | ,
Program pendldlkan akademik sebaga;lmana dlmaksud pada ayat (1) huruf

Program pendldlkan bldang profesi sebagaimana dlmaksud pada ayat ( 1) )

huruf b terdiri dari program pendldlkan bidang profe31 dan program

. BABIV
' PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
| TUGAS BELAJAR 1

Pasal 5

Tugas Belajar dlbenkan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan

Tugas Belajar Perangkat Daerah, dan/atau kebutuhan Daerah

Tugas Belajar sebagalmana dlmaksud pada ayat ( 1) d1ber1kan dengan,

~ ketentuan sebagai berikut.

ka. memiliki masa kelja palmg smgkat 1 (satu) tahun se_]ak dlangkat

menjadi PNS; L o ‘

b. memiliki sisa Masa Kerja PNS dengan mempertimbangkan | masa

pendidikan dan masa ikatan dlnas, dengan ketentuan pahng kurang

i 1. 3 (tiga) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia

pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang dlberhentlkan dari
jabatannya; atau ;

2. 2 (dua) kah waktu normatlf Program Studi sebelum batas u31a

~ pensiun Jabatan untuk Tugas Belajar yang tldak diberhentikan

dari Jabatan ‘

- ¢. memiliki .....
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c. memiliki penilaian k1ne13a dalam 2 (dua) tahun terakhlr pahng rendah e
- ‘dengan predikat baik; ' : o
d. sehat j jasmani dan rohani;
. tidak sedang: | _ v
1. ‘dalam pemeriksaan pelanggaran d1s1p11n dan/ atau t1ndak p1dana

2. menjalanl pldana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman
dlSIplln sedang atau hukuman disiplin berat; atau “
3. men_]alam cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menJalanl

pemberhentlan sementara sebagai PNS.

f tldakpernah i >

1. - dijatuhi hukuman dlslplm paling kurang tlngkat sedang dalam |
| 1 (satu) tahun terakhir; , : A
2.  dijatuhi pldana penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadllan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu)
- tahun terakhlr atau
3. dlbatalkan atau dlhentlkan tugas" belajamyf‘:l sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang—undangan, dalam waktu 2

(dua) tahun terakhir.

g memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dllaksanakan oleh -

instansi asal pemben bantuan, dan/atau perguruan t1ngg1

h. menandatangani perjanjian terkait pemberian ’I‘ugas Belajar;

i, pengecualian persyaratan pemberian Tugas Belajrfar dapat diberikan |

pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organiSasi dan |
prioritas pembangunan nasional; | ‘ ’
J _]abatan sebaga_lmana dimaksud pada huruf i d1tetapkan berdasarkan

persetujuan dan Menteri.

BAB A"

PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

(1)

@

v ‘ f Pasal 6 ; ,
Tugas Belajar dapat d1selenggarakan pada perguruan tinggi dalam =

dan/atau perguruan tinggi luar negeri. i
Perguruan t1ngg1 dalam negeri sebagalmana dlmaksud pada huruf a terd1r1
atas: | |

a. perguruan tinggi hegéri;

b. pergurlian tinggi k}edi,naSan;} dan/atau

| ¢, perguruan ..... o




3)

©)

melaksanakan tugas belajar, dengan ketentuan:

a.

C. perguruan tlnggr swasta

~ undangan.

@

kepegawaian.

‘Tugas BelaJar yang d1selenggarakan oleh perguruan t1ngg1 dapat dllakukan

- secara jarak jauh, kelas malam dan/atau Sabtu—Mlnggu sepanjang telah

memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan Program~ Studi yang

diterbitkan oleh  kementerian - yang menyelénggarakan urusan

pemerintahan di b1dang pendidikan sesuai ketentuan perundang—
Perguruan t1ngg1 luar negen sebagalmana d1maksad pada ayat (1)
merupakan perguruan t1ngg1 luar negen yang diakui oleh negara yang
bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan. : o :
Program Studi yang dipilih dalam penyelenggaraan\ tugas belajar d1
perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan |

‘a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar 1nstan31 dan

b. penyelenggaraannya dalam jenis akademlk voka31 atau profes1,

c. memiliki akreditasi pahng kurang;:

1. B atau baik sekali dari lembaga yang bemeﬂang bagi Program o

- Studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
2. C atau baik dari lembaga yang berwenang bag1 Program Studi

perguruan tinggi dalam negen yang belum mem1hk1 akredlta31 B

| atau ba1k sekali atas persetujuan Menteri. %

d. diakui oleh ‘kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di b1dang pendldlkan bagi Program Stud1

perguruan tinggi luar negeri.

BAB VI
' PENETAPAN TUGAS BELAJAR |

Pasal 7

- PNS yang memenuhi persyaratan Tugas Belajar, diberikan penugasan untuk

bagi PNS Tugas Belajar yang dlberhentlkan dari Jabatan dltetapkan oleh
Wali Kota; dan ; v _
bagi PNS Tugas Belajar Blaya Mandiri dan tidak dlberhentlkan dari Jabatan |

ditetapkan oleh Wali Kota atau dapat d1de1egas1kan rkepada kepala
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pernerintahan' bidang




(1)

@

(3)

@

(1)

(2)

-‘8;

BAB VII
PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 8

Pendanaan Tugas belajar dapat bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. - anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau
c.. sumber lain yang sah dan tidak menglkat sesuai dengan ketentuan B
peratura.n perundang-undangan. j

Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana,
sepan_]ang tldak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.
PNS. tugas belaJar yang diberhentikan dari Jabatannya memperoleh biaya
bantuan tugas belajar berdasarkan jenjang tugas bela_]ar yang dltempuh ,
mahasiswa tugas belajar dengan kriteria bantuan sebagal berlkut ‘
a. program Strata-1 (S1) memperoleh bantuan pendldlkan -sebesar

Rp5.000.000,00,- (lima Juta rupiah) dalam meng1kut1 program Tugas B

Belajar selama-lamanya 4 (empat) tahun | -

b. program Strata-2 (S2) memperoleh bantuan pendldlkan sebesar
- Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) dalam meng1kut1 ‘program
Tugas Belajar selama-lamanya 2 (dua) tahun; dan ;

c. bprogram Strata-3 (S3) memperoleh bantuan pendldlkan 'sebesar
" Rp15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) dalam meng1kut1 program

. Tugas Belajar selama-lamanya 3 (tiga) tahun.

Blaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) d1bebankan pada anggaran -
pendapatan dan belanja daerah berdasarkan kemampuan keuangan =
Daerah. ‘

BAB VIII |
JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR |

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9 ‘ ,
Tugas Belajar dlselenggarakan untuk Jangka waktu tertentu, sesua1 dengan
batas waktu normatif Program Studi yang berlaku pada mas1ng—mas1ng
perguruan tmggl :
Jangka waktu Tugas BelaJar d1perh1tungkan sebaga1 masa kerja PNS




)

2

)

(1)

@

- pada rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi.

; bersangkutan

o

Baglan kedua

Perpanjangan J angka Waktu ’I‘ugas BelaJar

.  Pasal 10 |
Jangka waktu Tugas Belajar dapat dlperpanjang pahng banyak 2 (dua)

semester atau 1 (satu) tahun.

Perpanjangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) d1ber1kan berdasarkan

~ kriteria: o R L ‘

a. ‘perubahan kondisi sistem stud1/perkuhahan

b. keterlambatan penerimaan dana biaya ’I‘ugas Belajar dan / atau

c penyelesalan tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karenar

terdapat situasi dan kondisi d1 luar kemampuan PNS yang sedangv‘ |
menjalam Tugas Belajar; f S
Perpanjangan Jangka waktu Tugas Belajar dapat dlkecuahkan dar1 |
ketentuan sebagmmana dimaksud pada ayat (1) dan :leat (2), dalam hal :

| terjadi keadaan kahar (force majeur) yang dmyatakan oleh pejabat/ 1nstans1

yang berwenang, : .
Perpan_]angan Jangka waktu 'l‘ugas Bela_]ar d1tetapkan oleh PPK dan:‘ C
d1perh1tungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas bela_]ar dan |
Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah dlbenkan
perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang

Bagian Ketiga
Tugas Belajar Berkelanjutan

_ ; ,‘Pasalll e N .
PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut—} S

turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendldlkan diatasnya, |
setelah memenuhi persyaratan sebagai benkut o |
a. mendapat persetujuan PPK; . o ,
b. prestasi pendidikan berpredlkat paling rendah cumlaude atau setara; -

c. tidak pemah menjalam perpan_]angan Jangka waktu Tugas Belajar

dan .

d. mempertlmbangkan sisa masa kerja setelah menyelesalkan Tugas o
Belajar.

Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dldasarkan‘r'




(2)

) ketentuan pembenan ’I‘ugas Belajar dengan blaya mandiri.

-

(2)

(4)

R

()

-~ bidang kepegawalan '
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| BABIX .
-~ TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Pasal 12 ; :
Dalam kondisi tertentu, pembenan Tugas Bela_]ar dapat dllakukan dengan
biaya mandlrl » . . ; ;
Ketentuan pembenan Tugas Belajar berlaku mutatis mutandls terhadap

BAB X A
KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR
: _ Pasal 13 ,
PNS yang menjalam ’I‘ugas Belajar untuk Jangka waktu leblh dari 6 (enam)

bulan diberhentikan dari jabatan. .
PNS sebagmmana dlmaksud pada ayat (1) selama menJalam Tugas Belajar

berkedudukan pada Perangkat Daerah sesuai tempat bekeljanya PNS pada‘
baglan yang melaksanakan tugas dan fungsi kepegawalan sampa1 dengan
masa ’I‘ugas Belajar berakhir. s ; ‘

PNS yang menjalam Tugas BelaJar 1eb1h dan 6 (enam) bulan dengan tetap
melaksanakan tugasnya dapat tidak diberhentikan dan Jjabatan da.lam hal

a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan ' o

b. memperhatlkan sistem penyelenggaraan pendldlkan yang d13a1an1 o

PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak dlberhentlkan dari Jabatannya,
selama menjalani masa Tugas Bela_]ar berkedudukan pada Perangkat

Daerah sesuai dengan jabatannya.

BAB XI ,
HAK DAN KEWAJ IBAN PNS TUGAS BELAJAR

' Bagian Kesatu ‘
Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 14

PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar dlberlkan penghasﬂan sesua1 o

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ‘

PNS yang telah menjalani tugas bela_]ar dan dlberhenukan dan _]abatannya,r

‘melaksanakan Re-entry Program d1 baglan yang melaksanakan fungs1 di

(3) Perangkat




e

@

(5

o

o

(2)

(3)

’Bela_]ar R IR i

@)

| ;115;

‘ Perangkat Daerah mela1u1 bagian yang menyelenggarakan fung31 di bldang =

kepegawaian menyelenggarakan Re-entry Program bagl PNS yang telah o

menjalani Tugas Belajar. , ‘ o
PNS sebagaimana dlmaksud pada ayat (3) d1ber1kan Jabatan sebagai .
pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya. e
PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkanrr

pemngkatan pendldlkan sesuai dengan ketentuan perundang—undangan

PNS yang mengusulkan penlngkatan pend1d1kan sebaga.tmana dlmaksud‘_ ‘

pada ayat (3}, tidak berhak menuntut kenaikan Pangkat yang lebih tinggi
kecuali terdapat forma31

PNS yang sedang melaksanakan Tugas BelaJar dlbenkan tambahan
penghasilan pegawa1 PNS dari besaran yang dltetapkan dalam peraturanr : |

perundang-undangan

Bagian Kedua

Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 15 - ‘
PNS Wa_]lb menandatangam pexjanjlan terkalt pemberlan ’I‘ugas Belajar |
sebelum melaksanakan Tugas Belajar. ' |
Perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar paling sed1k1t memuat

a. subjek pexjanjlan,

b. kesepakatan para pihak; dan R ‘

c. objek yang d1pe13an11kan antara lain nama perguruan t1ngg1, Program |
Studi dan akreditasi Program Studi, Jangka Waktu (masa) Tugas
Belajar, hak dan kewa_uban para plhak konsekuenm atas pelanggaran’

| ‘kewajlban keadaan kahar (force majeur), dan peny‘elesman sengketa.

PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada PPK

paling lama 15 (hma belas) hari ker]a seJak ‘berakhirnya masa ’I‘ugask

|

PNS yang telah seleseu menJ alam Tugas Bela_]ar, wajib melaksanakan 1katan ' ;

dlnas selama: , § . ‘ |

a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagl PNS yang k’

‘ menJalam Tugas Belajar yang diberhentikan dari Ja‘lbatannya, o

b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagl PNS yang' :

i menjalanl Tugas BelaJar yang tidak dlberhentlkan dari Jabatannya, 7 |
dan , ‘

c. 1 (satu) ...




()
©)

(7)

8)

©)

(10)

1

' pengunduran diri sebaga1 PNS

~diatur mas1ng-mas1ng PPK atas persetujuan Menteri.
“4) berakh1r pada saat:

'b. mencapai batas usia pensiun; atau

kumulatif. o o ‘

12- ‘ .

c. 1 (satu) kali masa pelakSénaan Tugais Belajar,! bagi PNS yéng :
menjalani Tugas Belajar Biaya Mandiri yang ‘di}berhentikan dan
jabatannya. : L RS i

PN S yang menjalani Tugas Bela_]ar Biaya Mandln yang tldak dlberhentlkan |

dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.

‘Selama menjalani 1katan d1nas, PNS tldak dxperkenankan mengajukan,

Ikatan dinas sebagaimana dunaksud pada ayat (4) dapat dllaksanakan di

Pemenntah Daerah yang lain sepanJang memenuhi | persyaratan yang

Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagmmana dlmaksud pada ayat

a. Jangka waktu ikatan dinas telah terpenth

c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peratufan perundang-

- undangan. , |

PNS yang telah selesai menjaﬂani Tugas Belajar bérkelanjutan wajib

melaksanakan ikatan d1nas sebagaimana dlmaksud pada ayat (4) secara
o

PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan kdi-nas

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib mengembahkan biaya yang
dikeluarkan oleh negara/ daerah selama masa ’I‘ugas Bela_]ar kepada kas

negara/daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. o

| | ~ BABXII | -
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN SURAT TUGAS BELAJAR |
DAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

i
i
i
|

Pasa1’16 S o |

Permohonan Tugas Belajar harus segera’ diajukan setelah <yang

bersangkutan dinyatakan diterima pada lembaga pend1d1kan formal yang

dipilih dan telah memenuhi persyaratan harus d11engkap1 persyaratan dan

~ dokumen sebagai berikut :

‘a. surat permohonan/ rekomendasi dan persetujuan dari kepala o

Perarigkat Daerah/instansi = bahwa pemohon berkemglnan
meningkatkan kemampuén melalui Jalur pendldlkan yang leblh
tinggi/pendidikan yang diikuti; R
L b. s‘urat:....; |




2

@
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surat kelulusan masuk atau diterima dari perguruan t1ngg1 (lembaga o

pend1d1kan),

fotokopi ijazah terakhir d11ega11s1r,
fotokop1 Sasaran Kerja Pegawa1 (SKP) 2 (dua) tahun terakhlr dengan :
nilai setiap unsur sekurang—kurangya “baik”; | i i
fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS dan surat keputusan o
jabatan terakhir dilegalisir; |
surat pernyataan dari kepala Perangkat Daerah bahwa tldak pernah,
d1Jatuh1 hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu)
tahun terakhir dan tldak sedang menjalani atau dalam proses’
hukuman disiplin; ‘
surat perjanjian terkait Tugas BelaJar dan , |
fotokop1 surat/ sertifikat akredlta51 Program Smdi dari lembaga yang _

berwenang,

Permohonan Tugas Belajar Blaya Mandln harus segera dla_]ukan setelah

yang bersangkutan dinyatakan diterima pada lembaga pend1d1kan formal

yang dipilih dan telah memenuhi persyaratan, haru_s dllengkaplr

persyaratan dan dokumen sebagai benkut

a.

- fotokopi ijazah terakhlr dllegallslr

surat pernyataan/ rekomendam dan persetujuan “dari Atasan |
Langsung bahwa pemohon berkeinginan memngkatkan kemampuani

| melalui pend1d1kan yang lebih tinggi/pendidikan yang diikuti;

surat permohonan dari yang bersangkutan untuk menglkutl TugaS“
Belajar Biaya Mandm ‘ ' R
surat kelulusan masuk atau dltenma dari perguruan tinggi (lembaga

pendidikan);

fotokopi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhlr dengan
nilai setiap unsur sekurang-kurangya “baik”;
fotokopl surat keputusan pengangkatan calon PNS dan surat.

|

keputusan _]abatan terakhir dilegalisir; dan | B
fotokopi surat/sertifikat akreditasi Program Studifdari lembaga yang

berwenang.

Permohonan Tugas Belajar sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a '

dan ayat (2) huruf b surat rekomendasi sebagalrnana dlmaksud pada ayat :

(1) huruf a dan ayat (2) huruf b dan surat per_]anjlan sebagaimana

dlmaksud pada ayat (1) huruf g, tercantum: dalam Lampiran yang

merupakan baglan tidak terplsahkan dari Peraturan Wah Kota ini.

BAB XIII'.




"R

(2)

(3)

1

- alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan. | :
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| BAB XIII e
PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

: Bagian Kesatu
Pembatalan Tugas Belajar

. Pasal 17 ,
P1mp1nan Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan |
Tugas Belajar PNS di lingkungan kerjanya kepada PPK, sebelum

Wkeberangkatan ke tempat. pelaksanaan Tugas BelaJar dengan dlserta1

l

" Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dlmaksud pada ayat ( 1),

antara lain: : IR A
a. PNS yang bersangkutan terbuktl t1dak meﬁenuhi vsyarat o
pembenan Tugas Belajar; o
b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pldana penjara atau
~ kurungan, dan/atau sedang dalam penJatuhan hukuman dlSlplln‘
paling kurang tlngkat sedang; , ‘
c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemenksaan atas

dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan Jabatan yang
mengakibatkan kerugian keuangan negara; :

d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan -

Tugas Belajar sesuai Jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang
~ sah; -

“e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohdnan ﬁengunduraﬁ diri

sebagai PNS Tugas Belajar; dan/atau

f.  alasan lain yang mengharuskan tetap melaksanakan tugas :

dan/atau kepentmgan dan / atau kebutuhan organisasi atau
instansi. ‘ | o

Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagéimaha ‘
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, hasil pemenksaannya dinyatakan tidak

o bersalah maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar

Bagian kedua -
Penghentian Tugas Belajar

Pasal 18

‘Pimpinan Perangkat Daerah ‘dapat mengusulkan penghentlan pembenan ,
i Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan kerjanya kepada PPK dengan dlserta1 =
‘alasan penghenﬁan dan data dukung yang dlperlukan |




;15; i
| | | |
(2) Alasan penghentian sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), antara 1a1n
a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar
| (force majeur); . %
b. . PNS ‘dinyatakan tidak sehat’ jasmani dan roham oleh tun penguji
kesehatan sehingga tidak memungkmkan menyelesalkan Tugas
Belajar sesuai dengan batas waktu yang d1tentukan -

c. ‘PNS dlnyatakan -tidak mampu menyelesalkan Tugas Belajar -

_berdasarkan hasﬂ evaluas1 perguruan tinggi penyelenggara Tu gas' ‘

Belajar; .

d.  PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya ‘
“dan telah diberi perlngatan tertulis oleh Perangkat Daerahnya, '

~e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukun‘a, dan/atau
alasan lain yang mengharuskan tetap melaksanakan tugasr~ |
‘dan/atau kepentmgan dan/ atau kebutuhan organ1sa31 atau
instansi. e o : ‘ . |

(3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan ’I‘ugas BelaJar sesua1 _]angka waktu,
wajib mengembahkan biaya yang dikeluarkan oleh negara/ daerah selama
masa Tugas Belajar kepada kas negara/daerah sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan

BAB XV
'PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal‘ 19
(1) PPK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas

Belajar

(2) Hasil pemantauan dan evalua31 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
dlgunakan sebaga1 ‘bahan penyusunan kebljakan pengembangan )
kompetensi. ' i

| BAB XV o
' KETENTUAN PERALIHAN

: Pasal 20 ,
- Hal- hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Wah Kota ini, sepanjang* .

mengenal tekms pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat e

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bldang kepegawaian.

'BABXVI....
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BAB XVI |
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peratural?' Wali Kota Serang

- Nomor 23 Tahun 2010 tentang Jjin Belajar dan ’I‘ugas Belalja’r’ bagi PNS atau

Calon PNS yang Bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Ser:ang (Berita Daerah

" Kota Serang Tahun 2010 Nomor 23), dicabut dan dinyatakaﬁ tidak berlaku.

, , | Pasal 22
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang |
pada tanggal 30 Oktober 2023
WALI KOTA SERANG,

i SYAFRUDIN |
Diundangkan di Serang |
pada tanggal 30 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERAN G,

NG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR 335 -
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'LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI = SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SERANG

A. CONTOH PERMOHONAN TUGAS BELAJAR |
| | KOP PERANGKAT DAERAH / INSTAN SI

No

Lampiran ol

“Hal : Perniohonan.mgas Belajé.r

Yth. Wali Kota Serang
Cq’. Kepala BKPSDM Kota‘Serang
di- o
Tempat

I. Yang | bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP ,
Tempat, tahggal lahir

~ Pangkat/ Golongan Ruang :
Jabatan ‘
Instansi/Unit Kerja

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Wali Kota klranya dapat e

memberikan ke_sempatan kepada kami untuk melanjutkan pendidikan

dengan status Tugas ‘Belajar pada Program Studi .evieenenen.

Universitas ........... veveeeesanans ... tahun

II. Sebagai bahan pertimbangan, kami lamplrkan

a. Surat permohonan/ rekomendas1 dan persetujuan dan Kepala Perangkat |

Daerah/ Instan81 bahwa pemohon berkelngman memngkatkan

kemampuan melalui _]alur pendidikan yang lebih t1ngg1 / pendldlkan yang

diikuti;

b. Surat kelulusan masuk atau diterima dan Perguruan T1ngg1 (Lembaga

Pend1d1kan),




a8 |

' . Fotokopi jjazah terakhlr dllegahslr :
d. 'Fotokopl Sasaran Ker_]a Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhlr dengan n11a1 B
. Fotokopi surat keputusan calon pegawai negen 31p11 dan surat keputusan'

Jabatan terakhir dﬂega11s1r '

setiap unsur sekurang—kurangya “ba1k”

. Surat pernyataan dar1 kepala Perangkat Daerah bahwa tldak pernah |
~ dijatuhi hukuman d1s1p11n tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun .
terakhir dan tidak sedang menjalani atau dalam proses hukuman d1s1p11n

. Surat perjan_]lan terkait tugas belajar ‘ - ;
. Fotokopi surat/ sertlﬁkat akreditasi Program Studi dan lembaga yang :

berwenang.

Dem1k1an pefmohonan ini kami buat sebagai bahan pertimbéngm 'Bapak.’

Mengetahui, o |
Kepala Perangkat Daerah o ' Pemohdn“

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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'B. CONTOH SURAT REKOMENDASI TUGAS BELAJAR BELAJAR MANDIRI

KOP PERANGKAT DAERAH/INSTANSI

SURAT REKOMENDASI
Nomor :

Yang bertandéﬁtangan di bawah ini

. Nama

~ NIP ‘ et
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan ' :

Menerangkan de_ngah sesungguhnya bahwa :

Nama
Pangkat/Gol.
NIP
Jabatan
Unit Kerja :

- Untuk menglkutl tugas belaJar mandiri pada

Universitas ........ :

Program Studi cevvverenernneneennes dan pada prinsipnya kami tidak keberatan
demi peningkatan pengembangan kompeten31 melalul jalur pendldlkan

~ dengan pertlmbangan
1. Perkuliahan di luar j Jam kelja

2. Selama mengikuti perkuliahan tidak mengganggu tugas

: kedinasan sehari-hari; dan ,
3. Tidak akan menuntut kenalkan pangkat
formasi.

mestmya

kecuali ‘terdapat

' Demlklan surat ‘ini dibuat untuk d1pergunakan sebagalmana

KEPALA:PERANGKA’:I‘ DAERAH,

oooooooooooo
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C. | CONTOH SURAT PERJANJIAN
KOP PERANGKAT DAERAH / INSTANSI

'SURAT PERJANJIAN

Nomor:

NIP _

. Tempat, Tanggal Lahir
Pangkat / Golongan
‘Jabatan

- Kualifikasi Akademlk
Un1t Kerja
Alamat Tempat T1ngga1
Program Studi -
‘Jurusan/Bidang Ilmu
Fakultas |
Perguruan Tinggi

Lama Pendidikan

.......

----------------------------------------

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

-------------------------------------

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

-------------------------------------

------------------------------------

.....................................
R R i
.....................................
.....................................
ss0snssessssransrssesstssssscsssnrne
.....................................

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

cssesaes

........

ssscssae

----------

........

--------

--------

ooooooooo

ooooooooo

........

-------

-2, §-1/D-IV, D]

- Menerangkan dengan sungguh-sungguh atas kehendak send1r1 bahwa‘

bersedia menerima syarat-syarat dan berjan_u akan memenuh1 kewajiban- . o

kewajlban yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota tentang Pedoman

- Pelaksanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negen Slpll di L1ngkungan

Pemermtah Kota Serang

Saya beljan_u

1. »Akan menjaga kehormatan PN S, memegang teguh kode et1k PNS, menaati :

semua peraturan perundang—undangan kepegawa1an dan ketentuan

‘Tugas BelaJar,

2. Akan menghlndan segala rupa - perbuatan tercela ba_tk sebaga1

maha51swa/ mahasiswi maupun sebaga1 anggota masyarakat
3. ‘Akan mengikuti bidang studi sebagaimana tersebut di atas ‘tanpa

mengubah atau menambah bidang studi lainnya;




10.

- a. terjadi kegagalan studi karena kelalaian saya, |

11.
12.

13.

. perundang-undangan.

(satu) bulan setelah berakhlrnya semester berjalan;

21-

Akan mengikuti dan menyelesa1kan program pendldlkan dengan baik dan
tepat waktu sesuai ketentuan yang telah dltetapkan dalam surat
keputusan Tugas Belajar; |

Akan menyampalkan laporan kemajuan Tugas BelaJar secara berkala
setiap akhir semester kepada Wali Kota melalui Badan Kepegawalan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia. _

Tidak akan menuntut biaya lain-lain di luar yang telah dltetapkan,
Bersedia melaporkan hasil akademik setiap semester paling lambat 1 -

Akan menyampaikan laporan akhir tugas belajar kepada Wah Kota melalui
kepala BKPSDM paling lambat 15 (hma belas) har1 setelah berakhlrnya

masa tugas belajar; g
Setelah menyelesaikan studi saya akan kembali bekerja sebagai Pegawai
Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerjintah Kota Serang
selama sekurang—kurangnya 2 (dua) kali masa pendidikan ditambah 1
(satu) tahun (2n+1 tahun) dan atau ketentuan lain yang d1persyaratkan,

Akan mengembahkan b1aya bantuan tugas belajar kepada kas
negara/ daerah, jika:

b. mengundurkan diri selama masa studi berlangsung;f

~c¢. pindah ke luar Pemerintah Kota Serang sebelum masa 2n+1 }terpenuhi'; ‘

1
atau

d. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil.
Tidak akan menuntut jabatan apapun setelah menyelesalkan pendldlkan, ‘
Bersedia ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah berdasarkan Program
Studi yang ditempuh berdasarkan kebutuhan organisasji dan formasi;

Jika saya melanggar ketentuan-ketentuan tersebut d1 atas, maka saya
bersedia menerima hukuman d1s1p11n PNS sesuai ketentuan peraturan

Mengetahui, ' ‘ © S€rang, .....cceeerieesiiiiinnnieeneninen .

Kepala BKPSDM Yang berjaniji,

VERTRER T

Al ,LU CI% -Ll.

Nama Jelas

WALI KOTA SERANG,

SYAFRUDIN



